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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai atiyhukmi yang

digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyalagaibpendekatan

dalam pemberlakuan penetapan awal bulan qgomarmgdat disimpulkan
sebagai berikut :

1. Wilayah keberlakuan penentuan awal bulan yang digam oleh
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dengan gkatan
wilayatul hukmi. NU yang mendasarkan paudar literal inderawi
yang diwujudkan dengan rukyah, memberlakukan hasd/ah ke
seluruh wilayah Indonesia meskipun keberhasilagahkanya di satu
tempat. Sementara Muhammadiyah dengmhar rasional ilmiah
memberlakukan hasil hisab ke seluruh wilayah Indiane

2. Penggunaan pendekatan wilaydiukmi adalah sebagai upaya untuk
mempersatukan penanggalan gamariyah di dalam s&yatv yang
berada di bawah suatu sistem pemerintahan. Mdtahsepsi matlak,
rukyah yang berhasil melihat hilal di satu titikngamatan di wilayah
Indonesia dapat ditransfer ke seluruh wilayah. Bgkian melalui
hisab wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah ggemaan
pendekatan matlak menjadi rancu terutama bila dzatas wujudul
hilal memotong wilayah Indonesia, dimana di selragidayah hilal
sudah wujud dan sebagian yang lain belum wujud dderah yang

belum wujud mengikuti daerah yang sudah wujud, madgootensi
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akan bertentangan dengan ketentuan konsep wujuduséndiri yang
mensyaratkan hilal sudah di atas ufuk ketika Matabebenam.
B. Saran-Saran

1. Kajian mengenai matlak wilayatukmi perlu untuk dibahas lebih
intensif di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammaliysebagai
organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Hadekaligus untuk
memberikan ketetapan dan kemantapan terutama hagonya
dalam melaksanakan ibadah yang berkaitan dengamgealan.

2. Bagi Muhammadiya karena selama ini menggunakanb hmarni
dalam artian penentuan bulan baru dengan pendelestranomis
bulan baru (new moon), maka penggunaan pendekatatiakm
wilayatul hukmi perlu untuk dikaji ulang. Perlu pula dipertiamgkan
gagasan untuk menggunakan kriteria wujudul hilalolmesia atau
gagasan penggunaan matlak mengikuti garis batasdwiuiilal, yang
tentunya dengan mempertimbangkan dari berbagairsegjputi aspek
syar’i, aspek sosiologi dan politik untuk menujurmuhan manfaat

yang lebih banyak dan memperkecil madharat.



